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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

M. AFIQ DZAKI RASIDI

Pembakaran hutan dan lahan merupakan tindakan yang berdampak serius terhadap
kerusakan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta menyebabkan bencana kabut
asap yang lintas wilayah bahkan lintas negara. Permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini antara lain, untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku pembakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi
dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini metode hukum normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang
undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability dan absolute liability
memungkinkan pelaku, termasuk korporasi, untuk dimintai pertanggungjawaban
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, demi perlindungan maksimal terhadap
lingkungan. Penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti
pembuktian yang sulit, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber
daya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan penelitian
tersebut disarankan kualitas penegakan hukum masih perlu diperkuat agar dapat
memberikan efek jera serta menjaga kelestarian lingkungan. Diperlukan sinergi
antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan
perlindungan hukum lingkungan yang optimal.

Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Lahan, strict liability, absolute liability, Sanksi
Pidana, Kejahatan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Korporasi, kesadaran hukum

masyarakat.



ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

M. AFIQ DZAKI RASIDI

Forest and land burning is an act that has serious impacts on ecosystem degradation,
public health, and causes transboundary haze disasters that affect both regional and
international areas. This study aims to analyze the application of criminal sanctions
against perpetrators of forest and land burning, as well as to identify the obstacles
encountered in law enforcement. The research method used is normative legal
research, with a statute approach and case approach. The data used are secondary
data, including legislation, books, scientific journals, and court decisions. The
results of the study show that the application of the principles of strict liability and
absolute liability allows perpetrators, including corporations, to be held accountable
without the need to prove fault, in order to provide maximum protection for the
environment. However, law enforcement still faces various challenges, such as
difficulties in evidence gathering, weak coordination between institutions, limited
resources, and low public legal awareness. Based on this research, it is
recommended that the quality of law enforcement be strengthened in order to create
a deterrent effect and maintain environmental sustainability. Synergy between the
government, law enforcement, and society is essential to establish optimal legal

protection for the environment.

Keywords: Forest and Land Burning, strict liability, absolute liability,Criminal
Sanctions, Environmental Crime, Environmental Law, Corporations, Public Legal

Awareness.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang
berlimpah sejak zaman dahulu salah satunya hutan, hutan di Indonesia
merupakan hutan tropis dan sebagai salah satu hutan tropis terbesar di dunia
namun dibalik kekayaan alam dan keindahan yang berlimpah tersebut ada
suatu masalah serius yang sering terjadi di negeri kita tercinta ini yaitu
pembakaran hutan dan lahan. Tindakan ini tidak hanya merusak ekosistem,
tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan perubahan
iklim.

Kebakaran hutan seringkali disebabkan adanya kepentingan pribadi dan
kelompok seperti membuka lahan baru baik itu untuk perkebunan, pertanian
maupun hunian masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan mengabaikan
kelestarian lingkungan hidup yang berada disekitar. * Permasalahan
kebakaran hutan juga berdampak pada seluruh aspek kehidupan, yaitu
menyebabkan pencemaran polusi yang dapat berdampak pada seluruh
makhluk hidup. Kebakaran hutan juga dapat menyebabkan penyakit infeksi
saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja serta pencemaran asap

lintas batas. Adanya kebakaran hutan juga dapat memusnahkan ekosistem

! Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, and Erli Salia, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi
Banyuasin’,  Jurnal  Hukum  Doctrinal, 6.2  (2021), 17-30  <https://jurnal.um-
palembang.ac.id/doktrinal/article/-view/3894>.



seperti hewan dan tumbuhan yang berada di dalam hutan tersebut. 2
Manusia seringkali melakukan pembakaran hutan dengan tidak
memperhatikan lingkungan sekitar hutan. Manusia sebagai makhluk hidup
diharuskan menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena hal
tersebut merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang
diberikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang dimana sebagai ruang
bagi kehidupan dalam semua aspek dan matranya yang sesuai dengan
Wawasan Nusantara. Maka, lingkungan harus dipelihara serta dijaga akan
kelestariannya untuk keberlangsungan hidup makhluk yang berada di bumi.

Pelanggaran terhadap lingkungan hidup masih banyak terjadi di
Indonesia. Seperti kebakaran hutan yang masih banyak terjadi dan setiap
tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tahun 2023 terjadi kebakaran hutan dan lahan
sebanyak 487 kasus, dan terjadi dalam 5 provinsi. Disebutkan pada bulan
Agustus 2023 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebanyak
144 kasus kebakaran. Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan tersebut
terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang mayoritas berada di
wilayah lahan gambut. Hal tersebut menyebabkan di tahun 2023 menjadi
lebih kering daripada tahun sebelumnya.

Upaya yang sangat diperlukan Indonesia yaitu penegakan hukum
untuk menangani permasalahan lingkungan hidup seperti kebakaran hutan.

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya suatu upaya untuk

2 Purnomo, E., Hayatuddin, K., & Salia, E. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Pelaku Pembakaran Hutan dan atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.
Jurnal Hukum Doctrinal,. 6(2), 17-30.



menegakkan atau memfungsikannya suatu norma-norma hukum dalam
perilaku kehidupan masyarakatnya. ® Hal tersebut dilakukan agar dapat
mewujudkan suatu keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk
permasalahan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.4

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa upaya untuk
menangani kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan adanya
pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) disejumlah provinsi yang
menjadi titik rawan terjadinya kebakaran hutan, adanya operasi darat dan
udara dengan menggerakan 35 helikopter di daerah-daerah yang menjadi
prioritas penanganan kebakaran hutan, serta melaksanakan penerapan
Undang-Undang Kebakaran Hutan dan Lahan melalui pernyataan bersama
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kapolri dengan nomor
PKS.3/MENLHK/PHLHK/GKM.3/2/2020 dan nomor Mak/01/11/2020
tentang Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan. °> Adanya informasi
dengan ketentuan setiap orang yang bertanggung jawab atas kegiatan
tersebut wajib mematuhi larangan dan ketentuan serta persyaratan terkait

pencegahan maupun pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Adapun

3 Susiyanti, A., Emilia, S. H., & Kamal, U (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran
Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. Media Hukum Indonesia
(MH]I), 2(2), 197-203.

4 Susiyanti, A., Emilia, S.H., & Kamal, U (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran
Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. Media Hukum Indonesia
(MH]I), 2(2), 198-200.

® Susiyanti, A., Emilia, S. H., & Kamal, U (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran
Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Media Hukum Indonesia
(MHI), 2(2), 3032-6591.



beberapa peraturan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup mulai
diterapkan.

Penerapan beberapa peraturan mengenai kehutanan dan lingkungan
hidup yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau
Lahan. Pada Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk membakar hutan, dan
pada Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan bahwa ketentuan yang
ditegaskan terhadap semua orang dilarang untuk melakukanpembukaan
lahan dengan cara membakar. Sanksi untuk pihak dengan sengaja membakar
hutan dapatdiancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 dan barang siapa karena kelalaiannya
membakar hutan diancam dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda
paling banyak Rp 1.500.000.000,00. Efektivitas penegakan hukum terhadap
kebakaran hutan sangatlah penting karena hal tersebut dapat mengurangi
angka permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain diatur dalam Undang-Undang lingkungan hidup, pelaku
pembakaran hutan juga dapat dijerat menggunakan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, terdapat ketentuan yang mengatur



kejahatan yang mengakibatkan kebakaran, seperti Pasal 187, yang
menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran
yang membahayakan umum dapat dipidana dengan penjara hingga 12 tahun,
dan jika menyebabkan korban jiwa, hukuman dapat diperberat menjadi
seumur hidup. °

Selain itu, terdapat tiga jenis sanksi dalam hukum lingkungan, yaitu
administratif, pidana, dan perdata. Sanksi administratif diberikan dalam
bentuk teguran, pencabutan izin, atau denda administratif kepada pihak yang
melanggar aturan lingkungan. Sanksi pidana diberikan kepada individu atau
korporasi yang terbukti secara sengaja atau lalai melakukan pembakaran
hutan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam
UU 32 Tahun 2009 dan KUHP. Sementara itu, sanksi perdata
memungkinkan masyarakat atau pemerintah menggugat pelaku pembakaran
hutan untuk memperoleh ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang
ditimbulkan. Dengan adanya berbagai instrumen hukum ini, penegakan
hukum terhadap kebakaran hutan diharapkan lebih efektif dan dapat
memberikan efek jera bagi para pelaku.’

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat
kebakaran hutan dan lahan dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun

non-litigasi. Jalur litigasi sering kali digunakan dalam kasus-kasus besar

¢ Alwi, M., Panjaitan, B. S., & Hasanah, U. (2023). Analisis Hukum Pidana Islam dan
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran
Hutan. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(1), 272-285.

” Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi
Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu, 5(2),
1-8.



yang menimbulkan kerugian luas, baik terhadap lingkungan maupun
masyarakat.8 Salah satu bukti nyata dapat dilihat dari berbagai insiden
kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang
mengakibatkan polusi asap hingga melintasi batas negara serta
menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Dalam sejumlah kasus,
entitas perusahaan maupun perorangan yang terbukti melakukan kelalaian
atau dengan sengaja membakar hutan dikenai sanksi pidana berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping hukuman pidana, upaya hukum
dalam bentuk gugatan perdata juga dimungkinkan guna menuntut
kompensasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi
dan negosiasi, juga kerap digunakan dalam kasus kebakaran hutan, terutama
dalam konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Pendekatan
ini bertujuan untuk mencari solusi yang lebih cepat dan tidak berlarut-larut
di pengadilan. Misalnya, dalam beberapa kasus, perusahaan yang terbukti
melakukan pembakaran lahan secara ilegal diwajibkan untuk melakukan
rehabilitasi lingkungan dan membayar kompensasi kepada masyarakat
terdampak. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme ini sering
kali lebih efektif dalam menangani dampak jangka panjang dari kebakaran

hutan dibandingkan hanya mengandalkan hukuman pidana semata.

8 Aminah, A. A. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan
Substantif Di Indonesia. Spektrum Hukum, 18(2).



B. Rumusan Masalah
A. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan
menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009?
B. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap
pelaku pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan

lingkungan?

C. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup Penelitian ini membahas pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang sengaja menyebabkan
kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus utama
penelitian ini adalah mengkaji aspek hukum pidana yang mengatur sanksi
bagi pelaku pembakaran hutan, termasuk jenis hukuman, besaran denda,
serta dasar hukum yang digunakan dalam menindak pelaku kejahatan
lingkungan ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi berbagai hambatan
yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran
hutan dan lahan, mencakup aspek regulasi, penerapan di lapangan,
koordinasi antarinstansi, serta kendala teknis dan sosial yang memengaruhi
efektivitas pelaksanaan hukum tersebut. Studi ini akan meninjau kasus-
kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia serta menilai seberapa
efektif penerapan hukum pidana dalam menekan angka kejadian

pembakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan



dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pertanggungjawaban
pidana dan tantangan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku
pembakaran hutan dan lahan, serta memberikan rekomendasi yang dapat

memperkuat kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut:

1. Mengkaji secara mendalam mengenai ketentuan hukum pidana bagi
para pelaku yang mencoba melakukan pembakaran hutan dan lahan
khususnya Undang Undang No.32 Tahun 2009.

2. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana upaya pemerintah dan
penegak hukum dalam menangani kasus pembakaran hutan guna
mencegah dan mengurangi jumlah kasus yang terus meningkat setiap

tahunnya.

E.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk memberikan landasan
teoritis dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku
pembakaran hutan dan lahan yang sengaja menyebabkan kerusakan
lingkungan, serta kendala dalam penegakan hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, sebagai berikut:



1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk sanksi hukum yang
diberikan kepada perseorangan maupun badan hukum yang terbukti
melakukan perbuatan melanggar hukum pidana. Dalam konteks penelitian
ini, individu atau pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan
hingga  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dapat  dikenai
pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009. °

Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009, setiap individu dilarang melakukan pembakaran lahan.
Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 98 ayat (1), yang menyatakan bahwa
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan
pencemaran atau kerusakan lingkungan hingga membahayakan
keselamatan jiwa atau kesehatan manusia, dapat dikenai sanksi pidana
berupa penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.
Sementara itu, Pasal 99 ayat (1) mengatur sanksi bagi pelaku yang
melakukan pembakaran lahan akibat kelalaian, dengan ancaman pidana
penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar. 10
2. Pembakaran Hutan dan Lahan

Tindakan pembakaran hutan dan lahan kerap dijadikan metode

alternatif dalam pembukaan lahan karena dianggap lebih cepat dan hemat

% Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal
Hukum Positum, 5(2), 10-19.

19 Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal
Hukum Positum, 5(2), 10-19.
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biaya, meskipun cara ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan
bagi kelestarian lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (2)
dengan tegas melarang tindakan ini karena dapat menyebabkan bencana
lingkungan, polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati, serta
gangguan kesehatan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, pelaku
pembakaran hutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan
lainnya yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup. **
3. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan dalam konteks penelitian ini merujuk pada
dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan
hilangnya fungsi ekosistem secara signifikan. Pasal 1 ayat (17) UU No. 32
Tahun 2009 mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi
dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dampak ini tidak hanya
bersifat lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi negara lain dalam bentuk

pencemaran asap lintas batas™.

1 Sheebakayla, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang
Menyebabkan Kebakaran Hutan. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and
Environmental Law, 1(2), 133-144.

'2 Sheebakayla, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang
Menyebabkan Kebakaran Hutan. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and
Environmental Law, 1(2), 133-144
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F. Review Srudi Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap studi terdahulu yang relevan merupakan proses
analisis dan sintesis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan topik atau isu yang sedang diteliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yunia Rijayanti dan Hartiwiningsih
(2015) dalam artikel yang berjudul: Tindak Pidana Pembakaran Hutan
dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK).

2. Studi yang dilakukan oleh Anissa susiyanti, Setyani Hilda Emilia dan
Ubaidillah Kamal (2024) dalam artikelnya berjudul Penegakan
Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan
Lingkungan Hidup di Indonesia.

3. Studi yang dilakukan oleh Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, Erli
Salia (2021) dalam artikel berjudul Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan/atau Lahan Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Sheebakayla (2024) dalam artikel
yang berjudul: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan

yang Menyebabkan Kebakaran Hutan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan untuk

menganalisis norma-norma  hukum yang berkaitan  dengan
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pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan
berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.®

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan mengkaji berbagai regulasi yang berlaku terkait kebakaran
hutan dan lahan, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Kajian terhadap peraturan ini bertujuan untuk memahami
ketentuan hukum yang mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku
pembakaran hutan dan lahan.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan
pengadilan telah berketetapan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan
lahan guna melihat bagaimana penerapan hukum pidana terhadap
pelaku yang terlibat. Analisis terhadap kasus-kasus yang telah
diselesaikan di pengadilan akan memberikan gambaran mengenai
efektivitas penerapan Undang-Undang serta kendala yang dihadapi

dalam proses penegakan hukum.

13 Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam
Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114-123.
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Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data

sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1.

Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum, seperti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, serta Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan pidana terhadap tindak

kejahatan lingkungan.

. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum,
jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen

resmi dari instansi yang relevan.

. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang mendukung

pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti
kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan perundang-

undangan.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan. Studi



14

kepustakaan ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang
berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan. Selain itu, dilakukan
analisis terhadap putusan pengadilan terkait kasus pembakaran hutan
guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum dalam
praktik. Pengumpulan data juga mencakup telaah terhadap laporan
resmi dari lembaga pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), serta organisasi lingkungan yang berperan
dalam pengawasan kasus-kasus kebakaran hutan.
5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi
(content analysis), yang bertujuan untuk menginterpretasikan serta
memahami bagaimana hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus
nyata. * Analisis ini meliputi kajian terhadap pasal-pasal dalam
peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap -efektivitas
hukum dalam mengurangi frekuensi kejadian kebakaran hutan dan
lahan. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mengkategorikan data
berdasarkan peraturan hukum yang relevan, membandingkan hasil
penelitian terdahulu, serta mengevaluasi implikasi dari setiap kasus
hukum yang dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kendala dan

solusi dalam penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan.

% Sumarno. (2020) ‘Content Analysis, Language Learning and Literature Research’, Jurnal
Elsa, 18(2), 55.
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H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku
Pembakaran Hutan dan Lahan yang Dengan Sengaja Menyebabkan
Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", terdiri atas

empat bab, yaitu:

BAB1 Pendahuluan
Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika
penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka
Bab ini disajikan untuk memberikan landasan teoritis serta
pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban
pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dengan
sengaja menyebabkan kerusakan lingkungan menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III Pembahasan
Pembahasan dalam bab ini disajikan untuk memberikan
penjelasan mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana

bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dengan sengaja
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menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV Penutup
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran
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